
 PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN KAMPANYE DAN PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) 

PADA PEMILIHAN  GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020 DI 

KABUPATEN KATINGAN -  KABUPATEN KATINGAN 

2020 

NOMOR : 31/K.BAWASLU.KT-06/PM.00.01/X/2020, 4 HLM  

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KATINGAN TENTANG PEMBENTUKAN 

KELOMPOK KERJA PENGAWASAN KAMPANYE DAN PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) PADA 

PEMILIHAN  GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020 DI KABUPATEN 

KATINGAN 

Abstrak : Setiap pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, persoalan Tahapan 

Pencalonan sering menimbulkan sengketa Pilkada, dan dalam rangka mengawasi Tahapan 

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah 

Tahun 2020 perlu membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye dan 

Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK); 

 : Dasar hukum putusan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun  2014  Tentang  Pemilihan  

Gubernur,  Bupati  dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 

tentang penetapan peraturan pemerintah  pengganti UU Nomor 1  Tahun 2014 tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang, Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan 

Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan 

Walikota Menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi  Undang-

Undang. Peraturan Bawaslu No 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat 

Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum 

Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat 

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2019 

Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 

2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 

Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Perbawaslu  Nomor  4  Tahun  

2020  Tentang  Pengawasan, Penangan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota 

Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non alam Corona Virus Disease 2019 (Covid -19). 

 : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan  Kampanye dan Penertiban Alat Peraga 

Kampanye (APK)  pada  Pemilihan  Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan 

Tengah Tahun 2020Dalam melaksanakan tugas, bertanggung jawab kepada penanggung 

jawab Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan  Kampanye dan Penertiban Alat Peraga 

Kampanye (APK) pada Pemilihan  Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tenagh 

Tahun 2020. Susunan keanggotaan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan  Kampanye dan 

Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilihan  Gubernur dan Wakil Gubernur 

Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini; 

Catatan : Ditetapkan di Kasongan tanggal  10 Oktober 2020 
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